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BAB V 

P E N U T U P 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan mengenai kulaitas pelayanan publik terkait 

Tangible, berbagai hal yang masih harus dibenahi oleh pihak Kecamatan 

Tilongkabila. Hal tersebut juga menurut peneliti harus menjadi suatu 

perhatian penting sebab Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Kantor 

Kecamatan Tilongkabila. Hal-hal tersebut terkait dengan Keterpisahan toilet, 

Loket pelayanan khusus pembuatan KTP ada 1 loket, Tempat duduk hanya 2 

kursi panjang dan Tempat parkir yang tidak memadai. Terkait dengan 

Reliability,  dalam memberikan pelayanan di Kantor Kecamatan Tilongkabila 

masih lambat dalam memberikan pelayanan, meskipun pihak petugas 

pelayanan terpadu telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan 

pelayanan yang akurat. Hal ini yang membuat masyarakat menjadi enggan 

untuk mengurus KTP di Kecamatan. Masyarakat cenderung hanya memninta 

surat pengantar untuk mengurusnya lansung di SKCPN. Terkait dengan 

Responsivenness,  bahwa mengenai ketanggapan dari pihak Kantor 

Kecamatan Tilongkabila masih ada kekurangan terutama jika komputer 

mengalami gangguan, maka proses pembuatan dokumen penting dapat 

tertunda hingga esok harinya. Terakit dengan Asurance bahwa gangguan 

masih dirasakan terutama pada waktu mencetak dokumen penting 
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masyarakat, yaitu adanya kerusakan alat dokumen penting masyarakat. 

Terkait dengan Emphaty, masyarakat merasa petugas tidak mampu 

menjawab setiap keluhan dan harus dilimpahkan kepada petugas lain yang 

tidak selalu berada ditempat. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

saran yang diberikan yakni sebaiknya pihak kecamatan Tilongkabila dalam 

hal ini Pimpinan Kantor Camat Tilongkabila untuk melakukan pembenahan 

terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Tilongkabila 

Kabupaten Bone Bolango. Sebaiknya pimpinan dan pegawai menjaga 

keandalan dalam memberikan pelayanan kepada para masyarakat agar 

masyarakat merasa lebih puas dengan pelayanan yang diberikan. Sebaiknya 

pimpinan sebaiknya terus memacu dan memberikan motivasi kepada para 

pegawai untuk terus meningkatkan sikap responsif dalam mengaggapi setiap 

keluhan masyarakat. Sebaiknya pimpinan terus memberikan arahan kepada 

pegawai untuk terus menjaga setiap pelayanan yang dijanjiakn sesuai 

dengan yang diberikan. Artinya pegawai harus mampu 

mengimplementasikan apa yang menjadi tujuan instansi dengan cara 

memekasimalkn pelayanan. Sebaiknya pihak pegawai melayani dengan 

sunggguh kepada para masyarakat, memberikan arahan yang jelas dan 

berusaha maksimal dalam memberikan pelayanan prima. 
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